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RINGKASAN

Penelitian ilmiah dalam bentuk Disertasi ini berjudul Unifikasi Kode Etik Advokat Dalam
Rangka Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3)
Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia adalah
negara hukum, konsepsi negara hukum atau rechstaat yang sebelumnya hanya tercantum didalam
penjelasan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik
Indonesia sekarang sudah diatur dengan tegas. Gagasan negara hukum dibangun dengan
mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.

Pengembangan sistem hukum dalam bernegara dilakukan dengan menata supra struktur dan
infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan
membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sistem hukum perlu dibangun dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum
(supremacy of law), dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara
yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.
Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin didalam
konstitusi, dimana didalam sistem hukum yang berlaku saat ini sangat memegang teguh asas
persamaan didalam hukum (equality before the law) yaitu asas yang mengakui adanya persamaan
kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan.

Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang
dibandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Berdasarkan prinsip
ini maka sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum, senantiasa hukum harus dijadikan dasar
bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara.
Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang —
undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum menghendaki agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat
atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk
memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme
kontrol sosial yang bersifat umum

Sebagai profesi yang mulia Advokat terikat dengan nilai — nilai etik yang menjadi rambu —
rambu dalam menjalankan profesinya, hal ini dikarenakan sesuai dengan tugasnya bahwa Advokat
memiliki peran yang sangat kompleks didalam sistem penegakkan hukum. Karena penegak hukum
yang diberikan hak oleh Undang — undang untuk menerima imbalan atas jasa hukum yang telah
diberikan hanya Advokat, sehingga didalam menjalankan profesinya Advokat harus sesuai dengan
Kode Etik Advokat.

Sejak berlakunya Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, banyak yang
menaruh harapan besar akan merubah profesi Advokat menjadi lebih baik dan diharapkan dapat
menyelesaikan beberapa permasalahan lama, permasalahan yang harus diselesaikan pasca lahirnya
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah membangun profesi Advokat yang
kredibel dan berkualitas melalui organisasi Advokat. maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (4)
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam waktu 2 (dua) tahun harus terbentuk
Organisasi Advokat.

Dengan banyaknya organisasi Advokat menimbulkan permasalahan baru dalam dunia profesi
Advokat yaitu standart profesi yang bisa berbeda, wewenang penegakkan disiplin dan kode etik
profesi Advokat melekat pada masing — masing Organisasi Advokat, pengawasan atas pelaksanaan
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kode etik Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat, dengan demikian pengawasan atas profesi
Advokat hanya bersifat internal, tidak mengatur mengenai perlunya pengawasan eksternal.

Kode etik profesi Advokat di Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan
profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat
untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan,
negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Belum adanya pengaturan yang tegas terkait pembentukan organisasi Advokat maka
membuat orang mudah untuk membuat organisasi Advokat baru, Undang — Undang Nomor 18 tahun
2003 tentang Advokat dalam pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Organisasi Advokat adalah organisasi
profesi yang didirikan berdasarkan undang — undang ini”, selanjutnya didalam pasal 28 ayat (1)
“QOrganisasi Advokat merupakan satu — satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan Undang — Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
kualitas profesi Advokat”. didalam Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
disebutkan syarat khusus untuk membentuk organisasi Advokat.

Perpecahan PERADI membawa dampak yang sangat besar didalam dinamika profesi
Advokat, karena setelah itu muncul beberapa organisasi — organisasi Advokat baru. Dinamika yang
dalam profesi Advokat mengakibatkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/1X/MA tahun 2015.Dengan berdasarkan Surat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/[KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 maka
kewenangan Organisasi Advokat untuk mengajukan permohonan sumpah tidak absolut dimiliki oleh
PERADI, sehingga dengan demikian organisasi — organisasi Advokat yang lain memiliki hak untuk
mengajukan permohonan penyumpahan advokat pasca mengadakan Pendidikan Profesi Advokat.
Sehingga pasca keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 banyak lahir Organisasi Advokat baru.

Dengan banyaknya Organisasi Advokat baru maka unifikasi Kode Etik merupakan hal yang
sangat penting untuk segera diatur, Kode Etik Profesi Advokat merupakan sarana untuk membantu
Advokat menjalankan profesinya secara profesional, hal ini dikarenakan Kode Etik Profesi
merupakan pedoman bagi Advokat dan juga merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas
profesi Advokat. sedangkan permasalahannya adalah, berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang —
Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat diberikan kewenanangan untuk
Menyusun Kode Etik Profesi Advokat. sehingga dengan banyaknya organisasi Advokat maka
berdasarkan ketetentuan pasal 26 ayat (1) dapat membuat kode etiknya sendiri — sendiri.

Bentuk organisasi Advokat merupakan salah satu sumber terjadinya konflik didalam dunia
Advokat, karena sebagaimana telah dijelaskan didalam pembahasan sebelumnya, di Indonesia selalu
terdiri dari beberapa organisasi Advokat, sehingga ketika diterapkan sistem wadah tunggal maka tidak
beberapa lama terjadi resistensi.

Bentuk konfederasi merupakan kompromi yang sangat bisa dilaksanakan melihat
perkembangan sekarang ini, dimana didalam bentuk konfederasi dimungkinkan untuk dilakukan
pembagian 8 (delapan) kewenangan organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang — Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu : (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ; (2) melaksanakan pengujian calon Advokat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ; (3) Melaksanakan pengangkatan Advokat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ; (4) Membuat kode etik sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (1); (5) Membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
(1); (6) Membentuk Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); (7) Melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); (8) Memberhentikan Advokat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut
:1) Urgensi Pembentukan Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia ?, Urgensi Pemberlakukan
Unifikasi Kode Etik Advokat di Indonesia ?.
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ABSTRACT

Based on the provisions of article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of
Indonesia year 1945 the State of the Republic of Indonesia is a state of law, the conception of the state
of law or rechstaat which was previously only stated in the explanation of the Constitution of the
Republic of Indonesia year 1945 the State of the Republic of Indonesia is how strictly regulated. The
idea of a legal state was built by developing a legal device as a functional and equitable system. Since
the enactment of Law No. 18 of 2003 on Advocates, many have high hopes that they will change the
profession of Advocate for the better and are expected to solve some old problems, problems that
must be resolved immediately after the birth of Law No. 18 of 2003 on Advocates is to build a
credible and qualified Advocate profession through the Advocate organization. With the many new
Advocate Organizations, the unification of the Code of Ethics is very important to be regulated
immediately, the Advocate Professional Code of Ethics is a means to help Advocates carry out their
profession professionally, this is because the Professional Code of Ethics is a guideline for Advocates
and is also a means of social control for the community over the Advocate profession. While the
problem is, based on article 26 paragraph (1) of Law No. 18 of 2003 on Advocates, the Advocate
Organization is given the authority to Draft the Advocate Profession Code of Ethics. So that with the
many organizations advocates then based on the determination of article 26 paragraph (1) can create
their own code of ethics .

Based on the description above,it is formulated 2 (two) problems as follows: 1) Urgency of
The Establishment of confederation of Indonesian Advocate Organizations? , Urgency of Unification
of the Advocate Code of Ethics in Indonesia?

The type of research conducted in this research is a method of legal research. The selection of
this method, as written by Peter Mahmud Marzuki, that legal research is a process to find the rules of
law, legal principles, and legal doctrines to answer the issues faced.

The form of confederation is a compromise that can be implemented looking at current
development, where in the form of confederation it is possible to divide 8 (eight) the authority of the
Advocate organization as stipulated in Law Number 18 of 2003 on Advocates, with the form of the
organization Advocates that the confederation then unification of the code of ethics can be
implemented.

Keywords: Advocate, Advocate Organization, Code of Ethics, Honorary Council.
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